
NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

RUMAH TAHANAI{ NEGARA KEI,AS NB KUALA KAPUAS

DENGAN

DINAS KESEIIATAN KABUPATEN KAPUAS

DAN

RSUD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR r

NOMOR :

NOMOR :

wl7.PASl0.PIC02.0l-425

685/Yankes- l /08J020

787l1352/Rrud.kps/V1U2020

Pada hari ini SEMN tanggal TUJUH BELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RJBU

DUA PULUH Glah dibuar dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN antara :

I. NAMA : TONI AJI PNYANTO

NIP : 19780221 199902 1001

JABATAN : Kepala

Unit Kerja : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kuala Kapuas

Selanjuhya disebut E@\LEEEL!!&\.

2. NAMA : APENDI, S.K.M., M.M.

NIP : t9670424199002 1003

JABATAN : Kepala

Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten

Selanjutnya disebut EIMKEEDU!
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3. NAMA : dr. Agus Waluyo., MM.

NIP | 19710821200012 1002

JABATAN : Direktur

Unit Kerja : RSUD dr. Soemamo Sosroatmodjo Kuala Kapuas

Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Selarjutnya PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai

berikut :

1, Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah

rEungan Kantor Wilayah Kemederian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi

Kalimantan Tengah, yang berfimgsi sebagai tempat untuk melakukan perawatan dan

pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakalan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemedntahan Bidang Kesehatan

yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kapuas.

3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Unsur Pelaksana Lembaga Teknis Da€rah sebagai unsur

pendukung Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan

secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan

pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, upaya peningkatan dan pencegahan dan upaya

rujukan sesuai dengan peratura[ perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut di alas, PARA PIHAK sepakat rmhrk melaksanakan

ketentuan-ketentual dalam Nota Kesepa]aman ini sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HIJKT]M

l. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;

2. Undatrg-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Teutang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;

5. Undang-Undang Rl Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatani

6. Pemtumn Pemerhtah Republik Indonesia Nomor 3l Tahun 1999 Tentang Pembinaau

dan Pembimbingan Waxga Binaan Pemasyarakatan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 TentaDg Syarat dan

2



Tata Cara Pclaksanaan Ilak Warga Binaa[ Pemasyarakatan;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan lata Cara

Pelaksanaan Wewenang. Tugas dan Tanggung Jawab Pcrawatan Tahanat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisas; dan Tata

Kerja lnspektorat. Badan Perencanaan Pembangunar Daerah dan l-embaga Teknis

I)aerah Kabupatcn Kapuas;

10. Peraturan Bupali Kapuas Nomor 43 l'ahun 20i6 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Scrta Tata Kerja Dinas Kesehalan Kabupaten Kapuas.

Nota Kesepahaman ini memprmyai maksud dan hrjuan :

l. PARA PIIIAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal pelal,anaa kesehatan terhadap

Warga Binaan Pemasyaxakata di Ruruh Talnnan Negara Kelas Its Kuala Kapuas.

2. Hal di atas bertujuan uotuk meqiadikan Warya Binaan Pemasyamkatan memperoleh

pelayanan kesehatan yatrg baik dan memadai temasuk kondisi kejiwaan daa rehabilitasi.

3. Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas UB Kuala Kapuas hal ini dapat mewujudkan tujuan

dari Sistem Pemasyaxakataa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RT JANG I,INCKUP KEIIJASAMA

Adapun yang menjadi Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi :

a. Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventil Kuatif dafl Rehabilitatil

b. Kesehatan Jiwa; /DI,\l(rS + RSL/D,

c. Rehabilitasi Pengguna Narkoba; (X,\'UD)

d. Bantuan Kefamasian, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Sarana. Prasarana dan Alat

Kesehatan Lainnya;
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Masing+nasing pihak mempunyai hak dan kc*ajiban sebagai berikut:

l. HaJt dan Kewajiban I'IHAK I'ERTAMA antara lain :

a. Mempcrsiapkan sarana dan pmsarana untuk pelaksanaan kegiatan pelaya[an kesehatan

di Rumah tahanan Negara Kclas llB Kuala Kapuas;

b. Mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAI( KliTlGA apabila ada

Warga Binaan Pcmasyarakatan yang memerlukan pelayanan kesehataul;

c. Membuat laporan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA

2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :

a. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai strutdat kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan yang memerlukan;

b. Meminta dan/atau memberikan data/informasi ya[g dibutuhtan kepada PIHAK

PERTAMA;

3. Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA antara lain :

a. Memberikan layanan kcsehatan dan rehabilitasi kepada Warga Binaan Pcnasyankatan

yang sakit / membutuhl(an pcrtolongan medjs:

b. Menrinta dan/atau memberikan datrinlbrmasi yang dibutuhlGn kepada PIHAK

PERTAMA:

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pirsal 5

BIAYA

Pasal 6

.IANGI'A WAKI'IJ

Segala biaya yang timbul akibat kesepakatan ini dibebankan pada DIPA dan DPA masiug-

nasing PARA PIHAK sesuai dengan pemturan Peruadang-undangan.

Kerjasama ini berlaku untuk jangka wakru 2 (dua) ta}lun. terhitung sejak tanggal l7 Agustus

2020 sanpai tanggal 17 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan

PARA PIHAK.
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Bahwa mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan

dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota

Kesepahaman ini .

Pasal 7

KETENTUAN TAMBA}IAN

Pasal 8

PENUTUP

KEDUA

I

Nota Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan masing-masing bermaterai cukup

sebagai alal bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kapuas, l7 Agustus 2020

'IAMA

I 1999021

KETIGA

s MM.
'70424 199002 | 003

MENGETAHUI,

KAPUAS
l.

Ir S. BAIIAT, MM., MT.

\)tlu

I 200012 I 002
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